SYARAT, TATA CARA DAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PEMBERIAN REKOMENDASI TEKNIS IZIN

USAHA DI BIDANG PERTANIAN DALAM

RANGKA PENANAMAN MODAL
{Peraturan Menteri Pertanian R.I Nomor 26/Permentan/HK.140/4/2015,
tanggal 28 April 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa untuk meningkatkan pelayanan secara ter-
integrasi dalam satu kesatuan proses, mulai dari
permohonan sampai dengan tahap penyelesaian
produk perizinan dan non-perizinan melalui satu
pintu telah diundangkan Peraturan Presiden No-
mor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;

bahwa untuk mendukung percepatan pelaksanaan
pelayanan terpadu satu pintu, Menteri Pertanian
telah mendelegasikan kewenangan pemberian
izin usaha di bidang pertanian dalam rangka pen-
anaman modal kepada Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Madal melalui Keputusan Menteri
Pertanian Nomor 1312/Kpts/KP.340/12/2014;
bahwa atas dasar hal tersebut di atas, dan mem-
bantu kelancaran dan memberikan kepastian
dalam pelaksanaan pelayanan pemberian izin
usaha di bidang pertanian secara transparan,
terukur, perlu menetapkan syarat, tata cara, dan
standar operasional prosedur dalam pemberian
rekomendasi teknis izin usaha di bidang pertanian
dalam rangka penanaman modal;

Mengingat :

.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang
Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3478};

Undang-Undang Nomor 256 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal {Lembaran Negara Republik In-
donesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lem-
baran Negara Repubfik Indonesia Nomor 4724);

<

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran
Negara RepL;ink Indonesia Tahun 2009 Namor
84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nomor 5015) juncto Undang-Undang No-
mor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
5619);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Hortikultura {Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Nomor 5170});
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemer-
intah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik 'ndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tam-
bahan Lembaran Negara Republik Indonesia No-
mor 4347);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010
tentang Usaha Budidaya Tanaman {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nomor 5106};

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 ten-
tang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementeri-
an Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan
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Fungsi Eselon | Kementerian Negara juncto Per-
aturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 {Lemba-
ran Negara Tahun 2011 Nomor 142)

10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 ten-
tang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta-

- hun 20714 Nomor 221);

11. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 ten-
tang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 339):;

12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Nega-
ra Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

13. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014
tentang Pembentukan Kementerian dan Pengang-
katan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-
2019;

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Neg-
ara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Cp-
erasional Prosedur Administrasi Pemerintahan:

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permen-
tan/OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata
Cara Pemberian |zin Usaha Obat Hewan;

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permen-
tan/OT.140/6/2010 tentang Pedoman Perizinan
Usaha Budidaya Tanaman Pangan (Berita Negara
Republik indonesia Tahun 2010 Nomor 288):

17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permen-
tan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pertanian:

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permen-
tan/ SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifika-
si, dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikuitura
(Berita Negara Reépublik Indonesia Tahun 2012
Nomor 818) juncto Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 116/ Permentan/SR.120/11/2013 {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
1322); ‘ :

19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permen-
tan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan
Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indo-
nesia Nomor Tahun 2013 Nomor 1180);

20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permen-
tan/SR.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi,
dan Peredaran Benih Bina (Berita Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2014 Nomor 54) juncto Per-

aturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/
* SR.120/3/2015 (Berita Negara Republik Indone-
sia Tahun 2015 Nomor 363};

21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permen-
tan/PD.100/6/2014 tentang Pedoman Perizinan
Usaha Budidaya Hortikultura (Berita Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2014 Nomor 836):

22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/

- 0T.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan
Pendaftaran Usaha Peternakan.

Memperhatikan :

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pe-
nyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di
Bédan Koordinasi Penanaman Modal:

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG
SYARAT, TATA CARA DAN STANDAR OPERASION-

AL PROSEDUR PEMBERIAN REKOMENDAS| TEKNIS

IZIN USAHA DI BIDANG PERTANIAN DALAM RANG-
KA PENANAMAN MODAL,

BAB |
PERSYARATAN REKOMENDASI TEKNIS
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 1
izin Usaha di Bidang Pertanian dalam rangka
Penanaman Modal, meliputi:
a. lzin Usaha Tanaman Pangan;
b. Izin Usaha Hortikultura;
c. lzin Usaha Perkebunan;
d. lzin Usaha Peternakan; dan
e. lzin Usaha Obat Hewan untuk Produsen.

Pasal 2

lzin Usaha di Bidang Pertanian dalam rangka
Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 diberikan oleh Kepala Badan Koordinasi Pena-
naman Modal (BKPM) atas Nama Menteri Pertanian,
setelah memperoleh rekomendasi teknis dari Direktur
Jenderal pembina komoditas di lingkungan Kement-
erian Pertanian.

Bagian Kedua

-
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lzin Usaha Tanaman Pangan
Pasal 3

izin Usaha Tanaman Pangan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri atas:
a. lzin Usaha Proses Praduksi;
b. lzin Usaha Penanganan Pasca Panen;
¢c. lzin Usaha Keterpaduan antara Proses Produksi

dan Penanganan Pasca Panen; dan

d. Izin Usaha Perbenihan Tanaman.

Pasal 4
Untuk memperoleh rekomendasi teknis seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 2, Izin Usaha Proses

Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf

a, pemohon harus memenuhi persyaratan:

a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya;

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

c. Surat Keterangan domisili; :

d. Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata
ruang Wilayah {(RTRW)/Rencana Tata Detail Tata
Ruang (RDTR) kabupaten/kota dari bupati/wa-
likota untuk lzin Usaha Tanaman Pangan Proses
Produksi yang diterbitkan oleh gubernur;

e. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro
pembangunan tanaman pangan provinsi dari gu-
bernur untuk lzin Usaha Tanaman Pangan Proses
Produksi yang diterbitkan oleh bupati/walikota;

f. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi
dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000
atau 1:50.000;

g. Rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya
tanaman pangan;

h. Hasil Analisis Mengenai- Dampak Lingkungan
{AMDAL} atau Upaya Pengelolaan Lingkungan
Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup (UPL) sesuai ketentuan peraturan perun-
dang-undangan di bidang lingkungan hidup;

i. Pernyataan kesanggupan menerapkan sistem
jaminan mutu pangan hasil pertanian;

j. Pernyataan kesanggupan melakukan kegiatan
usaha paling lambat 6 (enam) bulan sejak diter-
bitkan izin usaha; dan

k. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemi-
traan.

Pasal 5
Untuk memperoleh rekomendasi teknis seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 2, Izin Usaha Pen-

anganan Pasca Panen sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf b, pemchon harus memenuhi per-

syaratan:

Akte pendirian perusahaan dan perubahannya;

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Surat Keterangan domisili;

Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP});

Izin Usaha Perindustrian {IUP);

Rekomendasi kesesuaian dengan RTRW/RDTR

kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk lzin

Usaha Pangan Penanganan Pasca Panen yang

diterbitkan oleh gubernur;

g. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro
pembangunan tanaman pangan provinsi dari gu-
pernur untuk lzin Usaha Pangan Penanganan Pas-
ca Panen yang diterbitkan oleh bupati/walikota;

h. lzin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi
dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000
atau 1:50.000; :

0 a0 oo

"i. Rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah tokasi

unit pengolahan;

j. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh
bupati/walikota;

k. Rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya
tanaman pangan;

I. Hasil AMDAL atau UKL dan UPL sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan dibidang lingkun-
gan hidup;

m. Pernyataan kesanggupan menerapkan sistem
jaminan mutu pangan hasil pertanian;

n. Pernyataan kesanggupan melakukan keglatan
usaha paling lambat 6 (enam) buian sejak diter-
bitkan izin usaha; dan

0. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemi-

- traan.

Pasal 6
Untuk memperoleh rekomendasi teknis seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 2, 1zin Usaha Ket-
erpaduan antara Proses Produksi dan Penanganan
Pasca Panen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf ¢, pemahon harus memenuhi persyaratan dalam

Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 7
Untuk memperoleh rekomendasi teknis se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 2, lzin Usaha
Produksi Perbenihan Tanaman sebagaimana dimak-
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sud dalam Pasal 3 huruf d, pemahon harus memenubhi

persyaratan:

a. Akte pendirian usaha dan perubahannya;

b. Surat kuasa dari Direktur Utama;

c. Kartu Tanda Penduduk (KTP} pemilik atau pen-
anggung jawab perusahaan;

d. Nomor Pokok Waijib Pajak (NPWP);

e. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), dan
Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);

f. Hak Guna Usaha (HGU}; dan

g. Rekomendasi sebagai produsen benih dari Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyeleng-
garakan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.

Bagian Ketiga
Izin Usaha Hortikultura
Pasal 8
Izin Usaha Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 huruf b, terdiri atas:
a. [zin Usaha Budidaya Hortikultura; dan
b. Izin Usaha Perbenihan Hortikultura.

Pasal 9
Untuk memperoleh rekomendasi teknis seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 2, Izin Usaha Bu-
didaya Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 huruf a, pemchon harus memenuhi per-
syaratan:
a. Akte pendirian perusahaan atau perubahannya
yang terakhir;
Nomor Pokok Waijib Pajak (NPWP);
Surat keterangan domisili;
Studi kelayakan usaha dan rencana kerja usaha;
Surat Keterangan Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan (AMDAL} atau Upaya Pengelolaan
Lingkungan Hidup ({UKL)/Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perun-
dang-undangan;
f.  Surat pernyataan kesanggupan untuk metakukan
Kemitraan; dan
g. Untuk Unit Usaha Budidaya Hortikultura yang
menggunakan lahan yang dikuasai oleh negara,
harus dilengkapi hak guna usaha.

o o O o

Pasal 10 }
Untuk memperoleh rekomendasi teknis seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 2, Izin Usaha Perbeni-

han Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal

8 huruf b, pemohon harus memenuhi persyaratan:

a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya;

b. Surat kuasa Direktur Utama;

¢. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/penanggung
jawab perusahaan;
Noemor Pokok Waijib Pajak (NPWP);
Surat keterangan telah melaksanakan Anali-
sis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
atau Upaya Kelota Lingkungan {UKL) dan Upaya
Pemantauan Lingkungan (UPL);

f. Hak Guna Usaha (HGU); dan

g. Sertifikat kompetensi.

Bagian Keempat
Izin Usaha Perkebunan
Pasal 11
Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 1 huruf ¢, terdiri atas:
a. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan {IlUP-B);
b. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan
{IUP-P);
¢. Usaha Perkebunan yang terintegrasi antara budi-
daya dengan industri pengolahan hasil perkebu-
nan (IUP); dan
d. Usaha Produksi Perbenihan Tanaman.

Pasal 12
Untuk memperoleh rekomendasi teknis seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 2, IUP-B sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, pemohon harus
memenuhi persyaratan:

a. Profil perusahaan meliputi akte pendirian dan pe-

rubahan terakhir yang telah terdaftar di Kement-

erian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi
kepemilikan saham, susunan pengurus dan bi-
dang usaha perusahaan;

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Surat Izin Tempat Usaha (SITU);

d. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan
pembangunan perkebunan kabupaten/kgta dari
bupati/walikota;

e. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan
pembangunan perkebunan Provinsi dari gubernur;

f. lzin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi
dengan peta digital calon lokasi dengan skala
1:100.000 atau 1:50.000, dalam cetak peta
dan file elektronik sesuai dengan peraturan pe-
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rundang-undangan dan tidak terdapat izin yang

diberikan pada pihak lain;

Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari di-

nas yang membidangi kehutanan, apabila areal

yang diminta berasal dari kawasan hutan;

Rencana kerja pembangunan kebun termasuk

rencana fasilitasi pembangunan kebun masyara-

kat sekitar, rencana tempat hasil produksi akan
diolah;

Izin lingkungan dari gubernur atau bupati/waliko-

ta sesuai kewenangan;

Pernyataan kesanggupan:

1) memiliki sumber daya manusia, sarana, prasa-
rana dan sistem untuk melakukan pengenda-
.lian organisme pengganggu tanaman (QPT);

2) memiliki sumber daya manusia, sarana, prasa-
rana dan sistem untuk melakukan pefbukaan
lahan tanpa bakar serta pengendalian keba-
karan;

3) memfasilitasi pembangunan kebun masyara-
kat sekitar yang dilengkapi dengan rencana
kerja dan rencana pembiayaan; dan

4) melaksanakan kemitraan dengan pekebun,
karyawan dan masyarakat sekitar perkebu-
nan.

Surat pernyataan dari pemohon bahwa status
perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri
atau bagian dari kelompok {group) perusahaan
perkebunan helum menguasai lahan  melebihi
batas paling luas sesuai peraturan perundang-
undangan.

Pasal 13
Untuk memperoleh rekomendasi teknis seb-

agaimana dimaksud dalarh Pasal 2, IUP-P sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, pemohon harus
memenuhi persyaratan:

a.

Profil perusahaan meliputi akte pendirian dan pe-
rubahan terakhir yang telah terdaftar di Kement-
grian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi
kepemilikan saham, susunan pengurus dan bi-
dang usaha perusahaan;

Nomor Pokaok Waijib Pajak (NPWP);

Surat Izin Tempat Usaha (SITU);

Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan
pembangunan perkebunan kabupaten/kota dari
bupati/walikota;

Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan
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pembangunan perkebunan Provinsi dari gubernur;
Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi
dengan peta digital calon lokasi dengan skala
1:100.000 atau 1:50.000, dalam cetak peta
dan file elektronik sesuai dengan peraturan pe-
rundang-undangan dan tidak terdapat izin yang
diberikan pada pihak lain, kecuali lokasi yang diu-

sulkan untuk pendirian industri pengolahan hasil

perkebunan;

Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui
oleh kepala dinas yang menyelenggarakan fungsi
perkebunan; ‘

Rencana kerja pembangunan usaha industri pen-
golahan hasil perkebunan;

Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/waliko-
ta sesuai kewenangan; dan

Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemi-
traan yang diketahui oleh kepala dinas yang me-
nyelenggarakan fungsi perkebunan.

Pasal 14
Untuk memperoleh rekomendasi teknis seb-

agaimana dimaksud dalam Pasal 2, IUP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 huruf ¢, pemohori harus
memenuhi persyaratan:

a.

Profit perusahaan meliputi akte pendirian dan pe-
rubahan terakhir yang telah terdaftar di Kement-
erian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kompaosisi
kepemilikan saham, 'susunan pengurus dan bi-
dang usaha perusahaan;

Nomor Pokok Wajib Pajak INPWP};

Surat Izin Tempat Usaha {SITU);

Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan
pembangunan perkebunan kabupaten/kota dari
bupati/walikota;

Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan
pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur;
Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi
dengan peta digital calon lokasi de'ngan skala
1-100.000 atau 1:50.000, dalam cetak peta
dan file elektronik sesuai dengan peraturan pe-
rundang-undangan dan tidak terdapat izin yang
diberikan pada pihak lain;

Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari di-
nas yang menyelenggarakan fungsi kehutanan,
apabila areal yang diminta berasal dari kawasan
hutan;

Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui
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oleh kepala dinas yang menyelenggarakan fungsi

perkebunan;

Rencana kerja pembangunan kebun dan unit

pengolahan hasil perkebunan termasuk rencana

fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat
sekitar;

Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/waliko-

ta sesuai kewenangan;

Pernyataan kesanggupan:

1. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasa-
rana dan sistem untuk melakukan pengenda-
lian organisme pengganggu tanaman (OPT);

2. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasa-
rana dan sistem untuk melakukan pembukaan
lahan tanpa bakar serta pengendalian keba-
karan;

3. memfasilitasi pembangunan kebun untuk ma-
syarakat sekitar yang dilengkapi dengan ren-
cana kerja dan rencana pembiayaan; dan

4. melaksanakan kemitraan dengan Pekebun,
karyawan dan Masyarakat Sekitar perkebu-
nan.

Surat pernyataan dari pemohon bahwa status
perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri
atau bagian dari kelompok (group) perusahaan
perkebunan belum menguasai lahan melebihi
batas paling luas sesuai peraturan perundang-
undangan.

Pasal 15
Untuk mempercleh rekomendasi teknis seb-

agaimana dimaksud dalam Pasal 2, Usaha Produksi
Perbenihan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 huruf d, pemohon harus memenuhi per-

syaratan:

a. Akte pendirian usaha dan perubahannya;

b. Surat kuasa dari Direktur Utama;

¢. Kartu Tanda Penduduk (KTP} pimpinan perusa-
haan;
Nomar Pokok Wajib Pajak (NPWP);
Izin lingkungan dari gubernur atau bupati/waliko-
ta sesuai kewenangan;

f.  Hak Guna Usaha (HGU); dan

g. Rekomendasi sebagai produsen benih dari Satuan

- Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyeleng-

garakan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.

Bagian Kelima

Izin Usaha Peternakan
Pasal 16
Untuk memperoleh rekomendasi teknis Izin

Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pas-
al 2, pemohon harus memenuhi persyaratan:

a.

Profil perusahaan meliputi akte pendirian dan pe-
rubahan terakhir yang telah terdaftar di Kement-
erian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi
kepemilikan saham, susunan pengurus dan bi-
dang usaha perusahaan;

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Izin lokasi dari gubernur atau bupati/walikota ses-
uai kewenangan;

Izin lingkungan dari gubernur atau bupati/waliko-
ta sesuai kewenangan;

Izin Tenaga Kerja Asing;

lzin pemasangan instalasi dan peralatan;

Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)} sesuai ke-
tentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Izin Usaha Produksi Obat Hewan
Pasal 17
Untuk memperoleh rekomendasi teknis se-

bagai Produsen Obat Hewan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 2, pemohon harus memenuhi per-
syaratan:

a.

k.

Profil perusahaan meliputi akte pendirian dan pe-
rubahan terakhir yang telah terdaftar di Kement-
erian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi
kepemilikan saham, susunan pengurus dan bi-
dang usaha perusahaan;

Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan perusa-
haan;

Nomor Pokok Wajib Pajak {NPWP) Perusahaan;
Izin lokasi usaha/Surat Izin Tempat Usaha {SITU)
yang berada dalam kawasan industri;

Izin Gangguan {HO);

Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/domisiti yang be-
rada di luar kawasan industri;

Hak Guna Bangunan (HGB);

Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

Surat Izin Usaha Perdagangan' (SIUP);

Memiliki pabrik obat hewan, sarana dan peralatan
untuk melakukan kegiatan usahanya;

Memiliki laboratorium pengujian mutu dan tempat
penytmpanan obat hewan;

Izin Tenaga Kerja Asing;
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m. Memiliki Tenaga Dokter Hewan dan Apoteker;

n. lzin lingkungan/Analisis Mengenai Dampak‘Ling~
kungan (AMDAL);

o. Rekomendasi Kepala Dinas provinsi dan kabupat-
enfkota; dan

p.. Rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indone-
sia (ASOHI)} Pusat.

BAB 11
TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI TEKNIS
Pasal 18
Tata cara penerbitan rekomendasi teknis Izin

Usaha- di Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2:

1. Calon investor mengajukan permohonan secara
tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala
BKPM melalui Liaison Officer (LO} Pelayanan Ter-
padu Satu Pintu (PTSP); l

2. Liaison Officer memeriksa kelengkapan dokumen
paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) hari
kerja sudah memberikan jawaban menerima atau
menolak;

3. Apabila dokumen tidak lengkap, permohonan
ditolak dan dikembalikan kepada calon inves-
tor; V

4. Apabila dokumen lengkap, permohonan di terima
yang selanjutnya oleh TU-PTSP untuk. diproses
secara administrasi paling lama dalam jangka
waktu 2 (dua) hari kerja sudah diterbitkan surat
pengantar kepada Direktur Jenderal pembina ko-
moditas;

5. Direktur Jenderal pembina komoditas setelah me-

nerima permchonan, paling lama dalam jangka

waktu 2 (dua) hari kerja telah mendisposisi ke-

pada Ketua Tim Rekomendasi Teknis untuk di-

lakukan telaahan dan verifikasi secara teknis;

6. Ketua Tim Rekomendasi Teknis paling lama 10

(sepuluh) hari kerja harus telah selesai melakukan®

telaahan, verifikasi teknis dan memberikan saran
dan pertimbangan kepada Direktur Jenderal pem-
bina komoditas;

7. Direktur Jenderal pembina komoditas atau pé-
jabat yang ditunjuk setelah menerima saran dan
pertimbangan dari Ketua Tim Rekomendasi Tek-
nis paling lama 3 (tiga} hari kerja telah mener-
bitkan rekomendasi teknis atau surat penolakan
secara tertulis dengan disertai alasan penolakan
yang selanjutnya untuk disampaikan kepada Ke-

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

pala BKPM melalui TU-PTSP dan didokumentasi-
kan.

Pasal 19: :
Standar Operasional Prosedur {SOP) Pelay-
anan Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha di
Bidang Pertanian dalam Rangka Penanaman Modal
seperti tercantum pada Lampiran merupakan bagian
tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

BAB Ili
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20 -

Dengan diundangkannya peraturan ini, ke-
tentuan tentang penerbitan rekomendasi teknis izin
usaha di bidang pertanian dalam rangka penanaman
modal, sepanjang mengatur mengenai syarat dan tata-
cara pemberian rekomendasi teknis dicabut dan din-
yatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diun-
dangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-
nesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2015
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta -
pada tanggal 5 Mei 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
\ ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 680

{BN)
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